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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pemerintahan Pusat berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara 

Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sementara Pemerintahan 

Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 

tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota 

dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki 

daerah yang sangat luas, Pemerintah Pusat mengadakan alat-alat 

perlengkapan setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang 

terdapat di daerah, ini disebabkan Pemerintah Pusat tidak dapat 

menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Namun 

bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. PEMERINTAHAN PUSAT 

Pemerintah pusat biasanya disebut “pemerintah” saja. 

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang terdiri atas Presiden dan para pembantu presiden. Pembantu 

presiden adalah wakil presiden dan para menteri. Pemerintah 

mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan 

nasional. Tujuan nasional negara kita adalah: 

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, 

2. memajukan kesejahteraan umum, 

3. mencerdaskan kehidupan bangsa, 

4. ikut melaksanakan perdamaian dunia. 

Lembaga negara merupakan perangkat dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut paham pembagian 

kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Lembaga negara 

dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu legeslatif, eksekutif dan 

yudikatif. Berikut ini usunan Pemerintahan Pusat sesudah Amandemen 

UUD 1945 seperti gambar di bawah ini. 

 
 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-9JAVWnZj5SY/UK8zBE9GUcI/AAAAAAAAICE/JK4mRIMXEls/s1600/pusat.gif
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Lembaga Legeslatif 

Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas : 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi 

negara.  Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 

dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum adanya amandemen UUD 

1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil 

pemilihan umum. Rakyat Indonesia, semenjak pemilu 2004 langsung 

memilih anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan 

lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun, 

dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. Jumlah anggota 

DPR, yaitu 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan 

keputusan presiden. Anggota DPR berkedudukan di Jakarta. 

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas wakil-wakil daerah 

provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari 

setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh 

anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. 

 

Lembaga Yudikatif 

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan 

di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapapun. 
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Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri atas : 

1. Mahkamah Agung (MA) 

Mahkamah Agung (MA) adalah badan yang melakukan kekuasaan 

kehakiman. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, 

hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan 

hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jika 

masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dan 

pengadilan tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan 

di Mahkamah Agung. 

 

2. Mahkamah Konstitusi (MK) 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

 menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 memutus pembubaran partai politik. 

 memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

3. Komisi Yudisial (KY) 

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. 

Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari 

campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi 

Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang 

merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang 

anggota komisi. 
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bertugas 

memeriksa tentang keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, 

BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut 

dinyatakan dalam Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945 bahwa untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu 

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 

Adapun anggota BPK berjumlah sembilan orang yang terdiri atas 

seorang ketua, wakil ketua, dan tujuh orang anggota. Anggota BPK 

dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan 

disahkan oleh presiden. Pemimpin BPK dipilih dari dan oleh anggota 

BPK. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat 

dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. 

 

Lembaga Eksekutif (Pemerintah Pusat) 

Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan 

pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas 

wewenang dan tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan 

yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan 

pembangunan sesuai UU. Lembaga ekskutif dipimpin oleh presiden dan 

wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-

menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang 

disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih 

oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden. Lembaga eksekutif 

bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Urusan 

pemerintahan tersebut sebagai berikut: 

a. melaksanakan politik luar negeri. 

b. menciptakan pertahanan nasional. 

c. menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara 

Indonesia. 
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1. Presiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut undang-undang dasar. Dalam melakukan 

kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil 

presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan 

secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil 

presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Presiden memiliki 

tugas yang besar demi kemajuan bangsa. Berikut ini yang termasuk 

tugas-tugas presiden. 

 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. 

 Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-

undang jika keadaan memaksa. 

 Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk 

melaksanakan undang-undang. 

Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan 

sebagai berikut. 

 Memberi grasi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana. 

 Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah 

dijatuhi hukuman 

 Memberikan abolisi atau penghapusan suatu tuntutan pidana 

 Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang 

http://2.bp.blogspot.com/-3t0w3n7N7x4/UK8mGtr8e2I/AAAAAAAAIAc/nyIFjs650iE/s1600/sby_budiono.gif
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 Menetapkan hakim agung 

 Menetapkan hakim konstitusi 

 Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan 

persetujuan DPR 

Presiden mempunyai kewenangan yang lain di antaranya 

sebagai berikut. 

 Mengangkat duta dan konsul. 

Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain. 

Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara 

lain. Konsul berada di bawah kedutaan besar. 

 Menerima penempatan duta negara lain. 

Dalam pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain, 

presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. 

 

Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala 

pemerintahan juga berperan sebagai kepala negara dan panglima 

tertinggi angkatan bersenjata. Sebagai kepala negara, presiden memiliki 

kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan 

DPR. Presiden juga dapat memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda 

kehormatan lainnya. Sebagai seorang panglima tertinggi 

angkatan bersenjata, presiden mempunyai kekuasaan untuk 

menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang, dan membuat 

perdamaian dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah 

lima tahun. 

 

2. Wakil Presiden 

Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh 

wakil presiden. Wakil presiden mempunyai tugas sebagai berikut. 
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 Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari 

 Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan 

presiden, jika presiden  berhalangan 

 Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, 

diberhentikan, atau meninggal dunia. 

3. Kementerian Negara 
 

Menteri dibagi tiga, yaitu menteri koordinator, menteri 

departemen, dan menteri negara. 

 Menteri koordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan atau 

melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri yang 

lainnya. Misalnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan 

perencanaan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan 

penanggulangan kemiskinan. 

 Menteri departemen ialah menteri yang memimpin departemen. 

Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang 

dibagi menurut bidang-bidangnya masing-masing atau per 

departemen. Misalnya, menteri perhubungan dan menteri 

perdagangan. 

 Menteri negara ialah menteri yang menangani bidang khusus yang 

tidak ditangani oleh menteri departemen. Misalnya, menteri negara 

BUMN dan menteri lingkungan hidup. 

 

4. Sekretariat Kabinet 

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

presiden. Adapun tugasnya memberikan dukungan staf dan pelayanan 

administrasi kepada presiden selaku kepala pemerintahan dalam 
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menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Sekretaris 

Kabinet pada masa kabinet Indonesia Bersatu adalah Sudi Silalahi. 

Jadi, sekretaris kabinet merupakan pejabat setingkat menteri. 

 
5. Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) 

Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) adalah lembaga 

pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 

pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah 

presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden 

 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

 Badan Intelejen Negara (BIN) 

 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

(BAKOSURTANAL) 

 Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 

 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI) 

 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 

 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 

 Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

 Badan Pusat Statistik (BPS) 

 Badan Standarisasi Nasional (BSN) 

 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 

 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
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 Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) 

 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) 

 Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 

 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) 

 Badan SAR Nasional (BASARNAS) 

6. Kejaksaan 

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung 

dipilihlangsung oleh presiden. Karena itu jaksa agung bertanggung 

jawab terhadap presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang 

bertugas mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para 

pelaku kejahatan. 

 
7. Badan Ekstra Struktural 

Badan ekstra struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk 

memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka 

koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga 

membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat 

ekstra struktural. Jadi, tidak termasuk dalam struktur organisasi 

kementerian, departemen, ataupun lembaga pemerintah 

nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri. Bahkan 

wakil presiden atau presiden sendiri. Berikut contoh badan 

ekstrastruktural 

 Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 

 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) 

 Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) 

 Badan Pelaksana APEC 

 Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas) 

 Lembaga Sensor Film (LSF) 

 Tim Bakorlak Inpres 6 

 Tim Pengembangan Industri Hankam 
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 Komite Olahraga Nasional Indonesia 

 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia 

 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR 

Aceh – Nias) 

 Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 

8. Badan Independen 

Badan independen adalah lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. 

 Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

 Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) 

 Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) 

 Komisi Ombudsman Nasional (KON) 

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

9. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri) 

TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima TNI dipilih oleh 

presiden dengan persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu 

angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Setiap angkatan 

dipimpin oleh seorang kepala staff. TNI bertugas menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dari luar 

maupun dari dalam. Demikian juga dengan Polri. Polri juga termasuk 

lembaga negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia (Kapolri). Kapolri dipilih presiden dengan persetujuan DPR. 

Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. 
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B. PEMERINTAHAN DAERAH 

Pemerintahan daerah menurut pasal 1 huruf d UU nomor 22 

tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah 

otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 

desentralisasi. 

Menurut UU nomor 32  tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, 

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip 

negara kesatuan RI. 

Berdasarkan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah 

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati , 

walikota dan perangkat daerah. 

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 

2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai 

berikut :  

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.” 

1. KEPALA DAERAH 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota yang 

masing-masing berkedudukan sebagai kepala dengan tugas dan 

wewenang : 
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 memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 

 mengajukan rancangan Peraturan Daerah. 

 menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan 

bersama DPRD. 

 menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang 

APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 

 mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 

 mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundangundangan. dan 

 melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Wakil kepala daerah ialah wakil dari pucuk pimpinan (kepala 

daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala 

daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam 

menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan 

kebijakan. 

Tugas dari Wakil Kepala Daerah (Wakada) sebagai berikut : 

 membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah. 

 membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan 

instansi vertikal di daerah, 

 menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan 

aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan 

dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan 

pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. 

 memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
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 memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala 

daerah kabupaten/kota. 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. 

 melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 

diberikan oleh kepala daerah. dan 

 melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 

kepala daerah berhalangan. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, wakil 

kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil 

kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa 

jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 

(enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. 

 

 

2. PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH 

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah 

Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah 

Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas 

Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah 

Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, 

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan 

Kelurahan. 

a. Perangkat Daerah Provinsi 

Perangkat daerah pemerintah provinsi secara umum terdiri dari : 

1. Sekretariat Daerah  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi, 

mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah 

dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas 

daerah dan lembaga teknis daerah 

2. Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris 

DPRD mempunyai tugas:  

 menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;  

 menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;  

 mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;  

 menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 

3. Dinas Daerah 

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala 

daerah melalui Sekretaris Daerah 

4. Lembaga Teknis Daerah. 

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas 

kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, 

kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, 

kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung 

jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah 

 

b. Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 

Perangkat daerah pemerintah Kabupaten/ Kota secara umum 

terdiri dari : 

1. Sekretariat Daerah 
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Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten, 

mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah 

dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas 

daerah dan lembaga teknis daerah 

2. Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris 

DPRD mempunyai tugas:  

 menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;  

 menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;  

 mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;  

 menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 

3. Dinas Daerah 

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala 

daerah melalui Sekretaris Daerah 

4. Lembaga Teknis Daerah 

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas 

kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, 

kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, 

kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung 

jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah 

5. Kecamatan 

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan 

Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan 

dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya 
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memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau 

walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 

6. Kelurahan. 

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan 

dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota   

 

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya 

mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan 

tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan 

banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah 

dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan 

urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. 

Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi 

masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. 

Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan 

dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah. 

Besaran organisasi perangkat daerah (OPD) ditetapkan 

berdasarkan variabel: 

 jumlah penduduk; 

 luas wilayah; dan 

 jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 

3. PEMERINTAHAN DESA 

Pemerintaha Desa adalah suatu kebulatan atau keseluran proses 

atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau 

penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, 

kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai 
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komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan 

Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pemeritahan Desa 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa 

jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang 

lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki 

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa
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wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat 

persetujuan bersama BPD. 

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa 

(Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat 

menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 

72 Tahun 2005. 

 

2. Perangkat Desa 

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa 

terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. 

Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi 

dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama 

Bupati/Walikota. 

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari 

penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk 

mengayomi kepentingan masyarakatnya. 

 

- Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa 

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD 

terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan 

profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat 

lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat 

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap 

jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_Desa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_Desa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Warga
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berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

 

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk 

lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah 

(provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan 

pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir 

melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu: 

 Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), 

berkedudukan di ibukota provinsi. 

 Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), 

berkedudukan di ibukota kabupaten. 

 Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), 

berkedudukan di kota. 

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali 

kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab 

kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan 

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

DPRD memiliki fungsi : 

 legislasi,berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah 

 anggaran,Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) 

 pengawasan,Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan 

peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah 

Tugas dan wewenang DPRD adalah: 

 Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_27_Tahun_2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah
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 Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. 

 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

daerah dan APBD. 

 Mengusulkan:  

1. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian 

gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan/pemberhentian. 

2. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian 

bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam 

Negeri. 

3. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali 

kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam 

Negeri. 

 Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil 

wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala 

daerah. 

 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 

daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 

 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

 Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan 

daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 

masyarakat dan daerah. 

 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_pendapatan_dan_belanja_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Dalam_Negeri_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Dalam_Negeri_Indonesia
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 Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 

pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan 

peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti 

orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan 

administratif. 

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat 

pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk 

memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka 

dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa 

alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 

15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). 

 

 

C. HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan 

desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara 

pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan 

pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu 

terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap 

menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut 

menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara 

secara keseluruhan,yakni  urusan pemerintahan yang terdiri dari : 

1. Politik Luar Negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan 

menunjuk warga negara untuk  duduk dalam jabatan lembaga 

internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan 
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perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan 

luar negeri, dan sebagainya; 

2. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan 

bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara 

atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun 

dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, 

menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap 

warga negara dan sebagainya; 

3. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian 

negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya 

mengganggu keamanan negara, dan sebagainya; 

4. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata 

uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran 

uang, dan sebagainya; 

5. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat 

hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, 

menetapkan kebijakan kehakiman keimigrasian, memberikan grasi, 

amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan 

peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya; 

6. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku 

secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan 

suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan 

kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan 

pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan 

kepada daerah. 

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat 

concurrent, yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam 

bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap 

urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang 
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menjadi kewenangan  pemerintah pusat, ada bagian urusan yang 

diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan 

kepada kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan 

yang concurrent secara proporsional antar pemerintah pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, maka kriteria yang dapat digunakan antara lain 

meliputi: eksternalitas,akuntabilitas, dan efisiensi dengan 

mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan 

pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Kriteria eksternalitas adalah 

pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan 

mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang 

ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi 

kewenangan kabupaten/kota. Apabila bersifat regional menjadi 

kewenangan provinsi dan apabila bersifat nasional menjadi 

kewenangan pemerintah pusat. Kriteria akuntabilitas adalah 

pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan 

pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu 

bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat 

dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan 

demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan 

tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin. Kriteria efisiensi 

adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan 

mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil,dana, dan 

peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan 

hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya 

apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan 

lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh provinsi dan 

/atau kabupaten/kota dibandingkan apabila ditangani oleh pemerintah 

pusat, maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada provinsi 

dan/atau kabupaten/kota.Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan 

lebih berdaya guna dan berhasil guna bila ditangani oleh pemerintah 
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pusat, maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh pemerintah 

pusat. Untuk itu, pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan 

memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan 

pemerintahan tersebut. Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut 

dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan 

besar kecilnya risiko yang harus dihadapi. Keserasian hubungan adalah 

bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh 

tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling 

berhubungan  (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi) dan 

saling mendukung  sebagai satu kesatuan  sistem dengan 

memperhatikan cakupan kemanfaatan. Pembagian urusan 

pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, ditempuh melalui 

mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usul 

daerah  terhadap bagian urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur 

dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah akan 

melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan 

atas bagian urusan yang akan dilaksanakan oleh daerah.   

Konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah bahwa untuk 

pelayanan yang bersifat dasar (basic services) maupun pelayanan-

pelayanan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat atas 

pertimbangan efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas yang bersifat 

lokal seyogyanya menjadi urusan kabupaten/kota, yang bersifat lintas 

kabupaten/kota menjadi urusan provinsi dan yang bersifat lintas provinsi 

menjadi kewenangan pusat. Untuk mencegah suatu daerah 

menghindari sesuatu urusan yang sebenarnya esensial untuk daerah 

tersebut, maka perlu adanya penentuan standar urusan dasar atau 

pokok yang harus dilakukan oleh suatu daerah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat setempat seperti pendidikan, kesehatan, dan 

sebagainya. 
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Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

undang tentang pemerintahan daerah ini ditentukan menjadi urusan 

pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter 

dan fiskal nasional, dan agama). Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat 

diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri 

dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah 

kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah 

kabupaten/kota ke desa. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan 

pilihan. Urusan wajib dalam kaitan ini adalah urusan yang sangat 

mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga 

negara, antara lain perlindungan hak konstitusional; perlindungan 

kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan 

ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan negara kesatuan 

republik Indonesia; pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan 

dengan perjanjian dan konvensi internasional. Sedangkan urusan 

pilihan dalam kaitan ini adalah urusan yang secara nyata ada di daerah 

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib 

berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara 

bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, 
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pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan 

urusan yang didesentralisasikan.  

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: 

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

4. penyediaan sarana dan prasarana umum; 

5. penanganan bidang kesehatan; 

6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 

potensial; 

7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 

9. fasilitasi pengembangan koperasi,usaha kecil, dan menengah 

termasuk lintas kabupaten/kota; 

10. pengendalian lingkungan hidup; 

11. pelayanan pertanahan  termasuk lintas kabupaten/kota; 

12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupaten/kota; 

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 

dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan 

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi 

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 

kekhasan, dan potensi unggulan daerah provinsi yang bersangkutan. 
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Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

untuk kabupaten/kota merupakan urusan berskala kabupaten/kota 

meliputi : 

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

4. penyediaan sarana dan prasarana umum; 

5. penanganan bidang kesehatan; 

6. penyelenggaraan pendidikan; 

7. penanggulangan masalah sosial; 

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

10. pengendalian lingkungan hidup; 

11. pelayanan pertanahan; 

12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

14. pelayanan administrasi penanaman modal; 

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;dan 

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan 

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 

Dengan demikian, hubungan pusat-daerah dalam bidang 

kewenangan akan terlihat dalam pelaksanaan berbagai urusan yang 

bersifat concurrent dan urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah.   
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Mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B UUD 1945, 

mengenai hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Hubungan Wewenang, yang pelaksanaan memperhatikan ke 

khususan dan keragaman daerah 

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 

alam dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan 

selaras berdasarkan UU 

3. Hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah. 

Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut, pada berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintah daerah, dalam kaitan dengan aspek kelembagaan terdapat 

hubungan yang berkenaan dengan : 

1. Hubungan pengakuan pembentukan daerah berdasarkan Pasal 18B 

UUD 1945 dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Hubungan Keuangan berdasarkan UU 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 

3. Hubungan bidang kepegawaian sesuai pada pasal 129 – 135 UU 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

4. Hubungan Pembinaan dan Pengawasan seperti pada PP No. 79 

tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah 

5. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai PP 56 

Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

6. Hubungan kerja sama dan penyelesaian perselisihan 

7. Hubungan kewenangan sesuai Pasal 10 – 14 UU 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah 

oraganisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan negara,, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi 

pemerintahan. Tatanan organisasi pemerintahan pada suatu negara 

dipengaruhi oleh bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut, 

selain dipengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan , tatanan 

organisasi pemerintahan negara juga dipengaruhi oleh tata nilai yang dianut 

berupa falsafah, cita-cita dan tujuan bernegara serta perkembangan 

lingkungan stratejik yang dihadapi baik dalam tataran nasional maupun 

internasional. 

Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di 

tingkat negara. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, 

yaitu wakil presiden, para mentri, dan lembaga-lembaga pemerintahan 

pusat. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi 

tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara 

pemerintah Daerah menurut pasal 1 huruf d UU nomor 22 tahun 1999 

diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi 

mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat 

dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut 

didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan 

pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah 

pusat. 
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